BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBAK,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

PARAF KOOREINASI

|
SEKRETARIS DAERAH k
ASISTEN SEKDA M #f
KEPALA BKAD ) e
KEPALA BAGIAN HUKUM J K




Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lemlbaran Negara Republik Indonesia Nomor
44 38);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155});
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10.

11,

12,

13.

14

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2019 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2020 Nomor 3});
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor
20212);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.
Pasal 1
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 terdiri atas :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 377.504.404,119,00
2. Dana Perimbangan Rp 1.500.223.029.156,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp 669.359.626.947,00 +
Jumlah Pendapatan Rp 2.547.087.060.222,00
b. Belanja
1. Belanja Tidak Langsung
a) Belanja Pegawai Rp 963.316.354.842,00
b) Belanja Hibah Rp 41.446.073.010,00
e) Belanja Bantuan Sosial Rp 5.429.922.053,50
f) Belanja Bagi Hasil Rp 13.846.174.700,00
g) Belanja Bantuan Keuangan Rp 395.680.771.200,00
h) Belanja Tidak Terduga Rp 145.966.332.799,00 +

Rp 1.565.685.628.604,50

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawali Rp 26.019.766.817,00
b) Belanja Barang dan Jasa Rp 677.038.051.905,00
c) Belanja Modal Rp 228.259.512.209,80 +
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Rp 931.317.330.931,80
Jumlah Rp 2.497.002.959.536.30
sSurplus Rp 50.084.100.685,70

¢. Pembiayaan

1. Penerimaan Rp 266.359.743.437,35
2. Pengeluaran Ep 19.605.000.000,00 -
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 246.754.743.437,35
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp 296.838.844.123,05
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci

lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran [l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 Agustus 2021

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
|'.'-'.-:.""-. v_‘

. BUBFSANTOSO
BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 27
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